
PERATI]RAN BT]PAII ACEII TITARA
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

SUSI]NAN ORGANISASI DAI\ TATAKER"IA WILAYATT]L HISBAH
KABUPATENACEIIUTARA

Menimbang

BUPATI ACEH UTARA

a. bahwa untuk terlaksananya Penegakan syari'at islam secara Kaffah
perlu dilakukan Pengawasan oleh Lembaga internal terhadap
penegakan peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan

Syari'at Islam;

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dapat lebih terorganisir,
terkordinir dan terkendali perlu diatur, Susunan Organisasi dan Tata

Kerj a Wilayatul Hisbah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam suatu keputusan;

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran

NegaraNomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

320e);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang

Penyeleng garaar_ Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomot 172,

Tambahan Lembaran Negara 3893 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

P eraturan Perurdang-undangan (Lembaran Ne gara Republik Ind o ne s i a

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan

Mengingat
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Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5

Tahun 2000 Tmtang Pelaksanaan Syari'at Islam (rmbaran Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7

Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Adat (Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32);

ll.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun
2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53);

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 tenung Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah den Syi'ar

Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002

Nomor 54);

13. Qanun Provinsi Nanggroe Acah Dalussalam Nomor 12 Tahun

2003 Tentang Khalwat (mesum) (Lembaran Daerah Nanggroe

Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25);

14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun

2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2003 Nomor 26);

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun

2003 tentang Minuman Khamar den sejenisnya (Lembaran Daerah

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27);

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I 8 Tahun 2005 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor
18, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Aceh UtaraNomor 106);

MEMUTUSKAN

PERATI'RAN BTJPATI ACEH UTARA TENTANG SUST]NAN

ORGAIIISASI DAII TATA KER,IA WII,AYATT]L HISBAH
KABT]PATEN ACEHI]TARA

BAB I
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BABI
KETENTUAI\IUMUM

Pasal I
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati den perangkat daerah sebagal ur:sur penyelanggara

pemoinatmn daerall
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
3. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
4. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyidik Umum adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan

Undang-Undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut caxa yang diatur

dalam Undang-Undang rurtuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya.

7. Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Utara.

8. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut WH adalah Lembaga yang

bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan

Peraturan Perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan

amar makruf nahi mungkar.
9. Penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan.

10. Amar Makruf Nahi Mungkar adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan

Nya.
1 1. Muhtasib adalah ternga/orang yang dit€mpatkan pada WH.

BAB II
ORGAI\ISAS

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

(l) WH adalah satuan kerla Dinas Syari'at Islam sebagai unsur pelaksana tugal _bidang
pengawasan terhadap pllaksanaa' Perahrran Perundang-mdangan bidang Syari'at Islam.

(2) WH sebagaimana disebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Syari'at lslam.

Pasal 3

wH mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kgsi4an Dinas syari'at Islam. dibidang

o.nnu**ui,, 6embin"aan dan advokasi spiritual rerhadap setiap orang yang diduga telah

iriiZt*un peianggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 WH mempunyai firngsi :

;'--F;rsk;;rJi" ian ienyelenlgaraan tugas-tugas Penggawasan peratufan perundang-

undangan bidarg SYariat Islam;
b. Penyiapan langkah-langkah atau upaya unhrk tercapainya suatu sistem pengawaszrn yang

efektifdan efesien;
c. Pemberian
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c. Pemberian advokasi spritual dan pembinaan kepada setiap orang yang patut diduga

melakukan pelanggaran;

d. Pemberian teguran, peringatan dan nasehat kepada setiap orang yang patut telah

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;

BAB III
Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi WH terdiri dari :

a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bagian Operasi
e. Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah
f. Bagian Pembinaan
g. Bagian Humas
h. Bendahara

(2)Bagan Susunan organisasi wH adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang' 
meiupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf I
Ketua

Pasal 6

( 1) Ketua WH berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syari'at

Islam.

(2) Ketua WH sebagaimarn dimaksud pada ayat (1) memprmyai tugas :

a. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran

tugas-tugas WH;
b. Mimbuat dan mengajukan laporan kegiatan petugas WH kepada Kepala

Bidang Pengawasan Dinas Syari'at Islam;

c. Metakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh anggota WH;

d. Mengidentifikasi dan menindak anggota WH yang indisipliner;

e. Menerima laPoran Petugas WH;
f. Melaksanakan tugas+ugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 7

(1)wakilKetuaWHberkedudukandibawahdanbertanggungjawabkepadaKepala
Dinas Syari'at Islam melalui Ketua WH'

(2) Wakil Ketua WH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a.Melakukankoordinasidanpembinaanyangbersifatintemalterhadapanggota
WH;

b. Memperhatikan kesejahteraan anggota WH;

c. Mengkoordinasi tugas seketaris' bagian dan bendahara untuk kelancaran

operasional WH;
d. Membantu........



d. Membantu Ketua dalam menyiapkan kebij akan dan pemberdayaan anggota WH
e. Memberikan bahan pertimbangan kepada Ketua terhadap permasalahan internal

WH;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 8

(1) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua WH
melalui Wakil Ketua WH.

(2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasi bidang tugas administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian

wH.
b. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan WH.
c. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam bidang tugasnya.

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 4

Bagian Operasi

Pasal 9

(1) Bagian Operasi dipimpin Oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

(2) Kepala Bagian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyal tugas :

a. Menyusun rencana operasi lapangan dalam rangka penegakan Qanun Syari'at

Islam;
b. Membuat jadwal Operasi, Penertiban dan Pengawasan peraturan perundang-

undangan bidang Syari'at Islam;

c. Mengkoordinir Regu-regu dalam pelaksanaan operasi;

d. Mengkoordinir pembuatan peta lokasi yang patut diduga terjadinya pelanggaran

Syari'at Islam dan PerubahannYa;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas regu-regu di lapangan untuk bahan

pertimbangan dalam menentukan kebij akan selanjutnya;

f. Melakukan kerjasama dengan Aparat Pemerintah Kecamatan, Gampong dan

Instansi terkait lainya dalam penegakan Qanun Syarl'at Islam

g. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan tugas

Penyidikan dan Penyelesaian Kasus

Paragraf 5

Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah

Pasal 10

(1) Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
' ' 

Balian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui

Wakil Ketua.

(2) Kepala Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pda ayd"

(1) mempnyai tugas :

a" Melakukan Pendataan identitas pelanggar Qanun Syari'at Islam;

b. Melakukan advokasi spiritual terhadap orang yang telah melanggar Qanun Syari'at Islam;

c. Melakukan Penyidikan setelah berkoordinasi dengan pihak PPNS dan Polri;

d. Mengajukan........

5
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d. Mengajukan laporan tertulis kepada PPNS dan Polri tentang adanya pelanggaran Qanun
Syari'at Islam turruk diteruskan ke Mahkamah Syar'iyah;

e. Menerima Pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran Qanttrr Syarlat Islam;

f Melaksanakan tugas-trgas lain yang diberikan Ketuq

Paragraf 6
Bagian Pembinaan

Pasal 11

(1) Bagian Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketu melalui Wakil Ketua

(2) Kepada Bagian Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempruryai tugas;

a. Mengkoordinir pembinaan terhadap pelanggar Qantn qanun Syari'at Islam setelah

mendapat perintah dari Ketua Witayatul Hisbah;

b. Melakukan pembinaan Kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Perundang undangan di bidang Syari'at Islam;

c. Mengadakan kegiatan pemantapan dan penyegaran terhadap anggota WH;

d. Melakukan pembinaan terhadap petugas WH.

Paragraf 7

Bagian Humas

Paragraf 8
Bendahara

Pasal 13

(1) Bandahara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil

Pasal 12

(l) Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung j awab kepada Ketua melalui Wakil Ketuq

(2) Kepala Raglan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyal tugas :

a" Menjalin hubungan dengan instansi te*ait;
b. Memberikan keterangan pers bila diperlukan atas seizin Kepala Dinas Syari'at Islam

Kabupaten Aceh Utara;

c. Mengkoodinir kegiatan ceramah tentang sosialisasi Syari'at Islam kepada masyarakat;

d. Melakukan penjajakan secara menyeluruh mengenai kesan masyarakat tefhadap

Petugas WH dalam melah:kan tugas;

e. Menyediakan tempat konsultasi masyarakat dalam rangka memberikan penerangan

dan pembinaan yang batrubungan dengan Qanwrqanun Slari'at Islam yang sudah

disahkan;

f. Mendohnnenasikan seluruh Kegiatan WH.

ketua.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tugas :

a. Mengelola Ketatausahaan biaya operasional WH;
b. MenErima, membayar dan membukukan biaya operasional WH;
c. Membuat laporan pertanggung jawaban-keuangan;

d. Melakukan trigas-tugas lain yang diberikan ketua'

BAB IV



7

Pasal 14

(1) Ketua Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas' ' 
pelimpahan wewenang dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Wilayatul Hisbah diangkat 4* 4ilq.lentikan oleh' 
Sekretaris Daerah dengan mtmpertimbangkan usul ketua WH melalui Kepala Dinas
Syari'at Islam.

(3) Persyaratan teknis dan kualifikasi Ketua WH ditetapkan sesuai . 
pengalaman dan' ' 

profesionalisme dibidang penegakan, pembinaan dan pengawasan pelaksanium Syari'at
Islam sesuai dengan ketentuan perattran Perundang-undangan.

(4) Jabatan dalam Organisasi WH adalah bukan jabatan dalam jenjang Eselonering.

Pasal 15

Dalam hal ketua WH tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan qal.u
Sekretaris Daerah melalui Kepala^Dinas menunjuk Wakil Ketua dan/atau Pejabat lain
untuk mewakili Ketua Wilayatul Hisbah.

BAB IV
KEPEGAWAT{\

BAB V
TATAKM.IA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua WH dan pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinklonisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugasnya Ketua WH- dlan -pgjabat tain wajib menerapkan prinsip

Koordinasiintegrasi dan implikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(l) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua WH wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketua WH bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua
'-' unrur di lingkungii WIf dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

dan tugas bawahan.

(3) petugas WH bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas penegakan

Qanun bidang SYari'at Islam.

(4) Setiap unsur di lingkungan WH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk,
''' U"r-tu'nggung;u*ub klpadi atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada

waktunya.

(5) Dalam menyampaikan- laporan kepada. .atasan tembus-an .laporan waji!
'-' airurnpaikan 

'puta'tepada satuan organisasi lain yang secaJa fi.urgsional mempunyai

hubungankerja-

BAB VII
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Pasal 19

Sega.la .biaya yang dibutuhkan untuk operasional pelaksanaan kegiatan WH
dibebankan pada Anggaran Pendapalan danBelanja Daerah Kabupaten"Aceh Utara
melalui Anggaran Pendapatan dan Bela4ja Daerah (ApnD; Oinas Syari,at tsLm.

BABVII
PEMBIAYAAN

BAB VIII
KETENTUAII PEI\TUTUP

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tangg

5 Rabi'ul Akhir 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 M ei 2006 M

5 Rabi'ul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,f
Pem tama Muda
Nip.01 073 653

Pasal 20

Hal-hal yag-g belum. diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan
Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam sepanjang mengenal ketentuan pelaksanaaiya
dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang beitaku. -

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menletahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

al 3 M ei 2

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR6

T
Dtn


